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Menimbang : a.
b.
Mengingat : 1.

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa beberapa ketentuan dalam penerapan standar
pelayanan permohonan penerbitan Surat Keterangan
Ekspor Obat dan Makanan perlu disesuaikan dengan
perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi
informasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang
Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Standar
Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat
dan Makanan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 322);

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden
Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan
Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 11);

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1714);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR
39 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas

Obat dan Makanan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Standar

Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan

Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 932), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat

(4),

(1)

(2)

(3)

sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh
Pelaksana.

Dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan
jaminan pelayanan yang mengacu pada Standar
Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan Dbagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) secara dinamis disesuaikan dengan kebutuhan
pelayanan publik, perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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(4) Pelayanan Surat Keterangan Ekspor sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3)

dilakukan online secara bertahap.

2. Ketentuan dalam Anak Lampiran II.13 diubah sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Kepala Badan ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

1 Oktober 2016.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2016

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ROY A. SPARRINGA format

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
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WIDODO EKATJAHJANA



